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ABSTRACT 

 

Pada tahun 2022 ditemukan ada 1.685 data pengaduan dari para pekerja migran dengan beberapa kategori kasus seperti 

upah tidak dibayarkan, PMI sakit bahkan meninggal dunia, beban kerja yang tidak sesuai, perdagangan orang, pemutusan 

hubungan kerja (PHK) sebelum masa kontrak selesai, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI dan beberapa 

jenis pengaduan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja migran 

indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode 

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam memberikan perlindungan 

hukum kepada pekerja migran. Hal ini disebabkan misalnya minimnya kepesertaan tersebut akibat PMI tidak 

mendapatkan informasi yang lengkap terkait BPJS, menerima informasi tetapi tidak mendapat akses atau kanal 

pendaftaran dan pembayaran di luar negeri, manfaat jaminan sosial yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan 

pekerja migran dan pekerja migran sudah memiliki asuransi di negara penempatan yang biasanya disediakan oleh majikan 

serta regulasi yang berlaku tidak sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan pekerja migran Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

 

Jaminan sosial adalah salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan 

sosial dan kepastian hukum bagi terpenuhinya hak dasar kebutuhan hidup yang layak bagi setiap 

pekerja baik yang ada di Indonesia maupun yang bekerja di negara lain (Fauzia & Hamdani, 2021a: 

136). Dalam Pembukaan Undang – undang Dasar 1945 alinea keempat telah tertera tujuan Negara 

Republik Indonesia yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan 

sosial” (Husni, 2012: 12). 

Dalam pelaksanaanya, kepastian perlindungan 

hukum dan jaminan sosial masih jauh dari harapan 

dan perlu diberikan perhatian yang lebih serius 

sehingga tingkat pelanggaran terhadap hak dan 

kewajiban para pekerja migran dapat ditekan. 

Berdasarkan data publikasi BP2MI periode tahun 

2022 (Januari – Oktober 2022) ada 146.955 

pekerja baik sektor formal maupun informal yang 

telah berhasil di tempatkan. Dari data yang sama, 
 



juga ditemukan ada 1.685 data pengaduan dari para pekerja migran dengan beberapa kategori kasus 

seperti upah tidak dibayarkan, PMI sakit bahkan meninggal dunia, beban kerja yang tidak sesuai, 

perdagangan orang, pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum masa kontrak selesai, penahanan 

paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI dan beberapa jenis pengaduan lainnya. 

Dari data aduan yang sudah ada, harusnya pemerintah menjadi lebih intens untuk memperhatikan 

permasalahan yang dialami pekerja migran dan meninjau kembali efektivitas dari jaminan sosial bagi 

pekerja migran sehingga dapat digunakan sebagai perlindungan ataupun bantuan hukum. 

Pada pasal 2 (dua) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 18 tahun 2018 

tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia telah diatur tentang 3 (tiga) program jaminan sosial 

yang diberikan bagi pekerja migran, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian 

(JKM) dan Jaminan Hari tua (JHT). Akan tetapi, pada penerapannya Permenaker Nomor 18 tahun 

2018 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran belum mampu memberikan kepastian 

hukum dan upaya perlindungan dengan baik bagi para pekerja migran sebagai salah satu hak dari 

pekerja sesuai dengan amanat dari Undang – undang sebagai payung hukum. 

 

 

 

LANDASAN TEORITIS 

Teori Perlindungan Hukum 

Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap 

orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan 

dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur 

dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Farhan, et al., 2022). 

Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yang memiliki 

konsep hukum secara utuh yaitu dapat memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan 

serta kedamaian bagi masyarakat. Dan pada hakikatnya, perlindungan hukum tidak pandang bulu 

baik kepada warga mayoritas ataupun minoritas atau terhadap pekerja yang berada dalam negeri 

maupun pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara. 

 

Teori Hak Asasi Manusia 

Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut dengan droits de ‘I home yang artinya 

“hak - hak manusia” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut human rights (Triyanto, 2013: 29). 

Secara istilah hak asasi dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut telah ada sejak manusia lahir di muka bumi sehingga hak 

tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia ataupun negara. Menurut teori hak-

hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat 

oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, 

kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau 

dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal (Fauzia & Hamdani, 2021b: 159). 

Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia. 

 

Teori Kemanfaatan Hukum  

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Penganut aliran 

Utilitarianisme selain Jeremi Bentham adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pendapat Bentham, 

Mill juga berpendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya harus bertujuan untuk mencapai sebanyak 

mungkin kebahagian. Menurut Mill, keadilan itu bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan 

membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan 

simpati dari kita, sehingga hakikat dari keadilan mampu mencakup semua persyaratan moral yang 



hakiki bagi kesejahteraan umat manusia (Salman, 2010: 44). Mill setuju bahwa suatu tindakan 

hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila 

menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan 

bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul 

kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu 

rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada 

naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun 

oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap 

kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu 

sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan 

mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia (Rahardjo, 

2006: 277). 

 

 

 

BAHAN DAN METODE 

 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian 

Hukum Normatif (normative law research). Pokok kajiannya yaitu hukum yang dikonsepkan sebagai 

sebuah norma ataupun kaidah yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku 

setiap orang. Penelitian hukum normatif akan terfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas 

dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, 

perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004: 52). 

Selain itu penulis menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan, yaitu: Pertama, pendekatan 

perundang-undangan (the statute approach), yaitu menganalisa Undang - undang dan regulasi yang 

berkaitan dengan judul penulisan, sehingga hasil dari analisa bisa menjadi argumen yang dapat 

digunakan untuk memecahkan isu yang diteliti sesuai dengan dasar hukum dan memberikan 

gambaran secara obyektif menyangkut perlindungan PMI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2017. Kedua, pendekatan konseptual (Conseptual Approach), yaitu suatu metode 

pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. Maka, dengan adanya pendekatan konseptual yang abstrak akan 

memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis gambaran secara general suatu konsep yang 

akan dikaitkan dengan isu hukum (Marzuki, 2005: 137). 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

Menurut Simanjuntak tenaga kerja yaitu seseorang yang sedang mencari ataupun yang sudah 

melakukan sesuatu serta menghasilkan suatu barang ataupun jasa dan sesuai dengan persyaratan 

yakni batasan umur yang ditetapkan oleh Undang - undang yang bertujuan mendapatkan imbalan 

demi memenuhi kebutuhannya (Simanjuntak, 2011: 90). Lalu menurut Muhammad Amhar, tenaga 

kerja adalah seseorang yang mempunyai kaitan dalam kontrak kerja dan tenaga kerja yang sedang 

tidak bekerja (Amhar, 2018: 62). 

Pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia dijelaskan, “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya 

untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia 



dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan 

sebelum bekerja, selama bekeda, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”. 

Setiap orang juga memiliki hak dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. 

Pemberian hak ini tidak saja hanya didasarkan pada aturan hukum tetapi juga kemanusiaan. Hak dasar 

yang telah terikat pada seseorang dalam hal ini warga negara termasuk pekerja migran adalah sesuatu 

yang tidak boleh diingkari, dan mengingkari martabat kemanusiaan merupakan pengingkaran 

terhadap hak dari seseorang (Husni, 2011: 125). Sesuai amanat yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) 

Undang – undang 1945 yaitu, “tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan” yang dijadikan sebagai sumber terhadap hak pekerja.Selain itu, ketentuan 

Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ini juga mengaitkan tentang perlindungan 

atas pekerjaan dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Pekerja migran tetap menjadi 

bagian dari warga negara Indonesia meskipun berada di negara lain sehingga tetap harus diperhatikan 

dan berhak untuk diberikan perlindungan hukum dan penghidupan yang layak. 

Penempatan pekerja migran Indonesia adalah salah satu upaya dalam mewujudkan hak serta 

kesempatan bagi semua warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, 

yang pelaksanaannya tetap memperhatikan harkat, martabat serta hak asasi manusia. Dan negara 

hadir berperan dengan membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi para pekerja migran beserta 

keluarga sejak pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. 

Perlindungan tahap pra penempatan diatur di dalam Pasal 8 Undang - Undang No 18 Tahun 2017 

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu: 

1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. 

pelindungan administratif; dan b. pelindungan teknis. 

2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 

meliputi: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan b. penetapan kondisi dan 

syarat kerja. 

3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. 

pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b. peningkatan kualitas Calon Pekerja 

Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja; Jaminan Sosial; fasilitasi 

pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia; e. penguatan peran pegawai fungsional 

pengantar kerja; f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan 

pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan g. pembinaan dan pengawasan. 

 

Perlindungan kedua pada tahap penempatan, diatur dalam pasal 21 ayat (1) yaitu: 

“Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: 

a,pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang 

ditunjuk; b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja; c. 

fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia; d.fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan; 

e.pemberian layanan jasa kekonsuleran; f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian 

bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik 

Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat; g. pembinaan terhadap Pekerja 

Migran Indonesia; dan h. fasilitasi repatriasi.” 

 

Perlindunga ketiga pasca penempatan diatur dalam pasal 24 ayat (1) yaitu: 

“Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. 

fasilitasi kepulangan sampai daerah asal; b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum 

terpenuhi; c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia; d. 



rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosiai; dan e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan 

keluarganya.” 

 

Dengan adanya pengaturan ini, maka seharusnya perlindungan bagi CPMI dan PMI sudah dapat 

dilakukan secara optimal oleh pemerintah dan instansi terkait. Pada dasarnya pun, melindungi setiap 

warga negara baik dalam wilayah NKRI ataupun diluar wilayah NKRI adalah kewajiban pemerintah. 

Pada data publikasi BP2MI pada tanggal 15 November 2022 terkait data PMI untuk Periode 2022 

(Januari – Oktober), diperoleh 1.685 data aduan dari PMI dari berbagai negara dengan berbagai kasus.  

 
Tabel 1 : Pengaduan PMI tahun 2022 

 

 
Sumber: BP2MI,2022 https://www.bp2mi.go.id/ 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa di setiap bulannya aduan dari para pekerja tetap ada dengan 

beragam aduan. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

para pekerja migran belum cukup baik dan pemerintah terkesan gagal dalam melindungi warga 

negaranya. Kondisi ini sungguh memprihatinkan, bahkan hingga saat ini masih banyak anggapan 

bahwa CPMI dan PMI adalah sekelompok orang yang dapat dimanfaatkan tenaganya dengan harga 

murah serta mau bekerja dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun. Karena anggapan ini, hak dari 

CPMI dan PMI sering kali tidak diperhatikan bahkan bisa jadi dianggap tidak ada sama sekali 

(Krustiyati, 2013: 141). Padahal hak – hak ini sudah diatur dengan jelas di dalam regulasi yang ada. 

Secara umum juga dapat dikatakan bahwa pekerja migran merupakan kelompok yang paling 

rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia. Alasan dasar dari pernyataan ini 

dikarenakan para pekerja migran bukanlah warga negara dari negara tujuan kerja mereka sehingga 

negara tersebut tidak memberikan perlindungan secara penuh pada para pekerja migran. Oleh sebab 

itu, perlindungan dari negara asal menjadi satu harapan yang sangat penting bagi terpenuhinya hak – 

hak dari pekerja migran.  

Pemerintah memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap para 

pekerja migran tanpa harus menunggu adanya desakan dari pihak lain ataupun bertambahnya jumlah 

pengaduan dengan berbagai macam kasus lainnya dari pekerja migran. Dalam rangka melindungi 

Pekerja Migran Indonesia tersebut diperlukan adanya peran serta dari berbagai pihak, seperti keluarga 

pekerja migran Indonesia, organisasi tenaga kerja, dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Dalam hal 

memberikan perlindungan pada pekerja migran Indonesia, tidak hanya menjadi tugas dari Menteri 

https://www.bp2mi.go.id/


Tenaga Kerja saja, akan tetapi juga menjadi tugas dari Menteri Luar Negeri (Widiyahseno, 2018: 

119). 

Selain perlindungan administratif dan tehnis yang didapat pada tahap pra penempatan, CPMI dan 

PMI juga memperoleh perlindungan berupa jaminan sosial. Di dalam pasal 29 ayat (1) Undang – 

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang berbunyi 

“Dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan 

Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya” dan diatur lebih lanjut dengan 

PERMENAKER nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran. 

Ada beberapa bentuk jaminan sosial yang diperuntukkan bagi pekerja migran seperti yang 

tertuang dalam pasal 2 (dua) PERMENAKER Nomor 18 Tahun 2018, “Jenis program jaminan sosial 

Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. JKK; b. JKM; dan c. JHT”. Selanjutnya pada pasal 1 (satu) 

dijelaskan pengertian dari masing – masing jaminan, yaitu: 

1) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai 

dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Keija 

atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja. 

2) Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan 

kepada ahli waris ketika peserta meninggal dimia bukan akibat Kecelakaan Kerja. 

3) Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang 

dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, 

meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. 

 

Ketiga jaminan sosial ini dapat diklaim hanya ketika pekerja migran melakukan hubungan kerja, 

sehingga apabila pekerja migran mengalami masalah kesehatan diluar hubungan kerja atau PHK 

sepihak maka tidak tercover di dalam jaminan sosial. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena 

jaminan sosial tidak sepenuhnya memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Hasil 

dari kajian yang dibuat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menemukan bahwa sekitar 67,7 

persen atau 5,4 juta pekerja migran Indonesia (PMI) tidak terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh DJSN kepada sekitar 100 orang PMI 

dan pendamping PMI, salah satu temuannya yakni hampir 70 persen PMI tidak terdaftar sebagai 

peserta jaminan sosial PMI. Ada beberapa faktor yang menyebabkan PMI tidak terdaftar dalam sistem 

jaminan sosial yaitu (djsn.go.id, 2020): 

1) PMI tidak mendapat informasi, atau tidak mendapat akses untuk menjadi peserta maupun 

melanjutkan kepesertaan. Bentuk konkritnya adalah tidak adanya kantor BPJS 

Ketenagakerjaan di negara penempatan PMI. Layanan sistem online BPJS Ketenagakerjaan 

juga sulit diakses atau hampir tidak bisa melayani. 

2) PMI tak berminat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena manfaat yang ditawarkan 

tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, para pekerja migran mau membayar iuran 

dan mendapatkan manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT), tapi BPJS Ketenagakerjaan tidak 

menyediakannya. 

3) Adanya kendala regulasi, institusi, dan operasi. Regulasi yang berlaku sekarang tak 

mengakomodasi kebutuhan PMI. 

 

Dari 3 (tiga) faktor yang tertera di atas dapat di katakan sebenarnya faktor ketigalah yang menjadi 

faktor utama sehingga faktor yang lain muncul. Selain itu, banyaknya PMI yang tidak terdaftar dalam 

system jaminan sosial mengindikasikan masih belum efektivnya penyelenggaraan jaminan sosial 

yang ada bagi PMI. Ini menjadi tantangan besar bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menarik para PMI 

masuk dalam sistem jaminan sosial,apalagi jika para PMI sudah berada di negara penempatan karena 

terhambat pada pemberian informasi mengenai prosedur pendaftaran ataupun pembayarn sampai 



dengan manfaat yang akan didapatkan oleh para PMI.Sehingga di perlukan kordinasi yang cukup 

intens antar pihak yang saling berkaitan. 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Perlindungan terhadap pekerja migran diatur dalam UU No 18 Tahun 2017 mengenai 

Perlindungan PMI, dimana perlindungan terhadap PMI diberikan dalam beberapa tahapan yakni 

tahapan sebelum bekerja (pra penempatan) yang meliputi perlindungan administratif dan teknis, 

tahapan selama bekerja (penempatan) berupa perlindungan fasilitas penyelesaian kasus 

ketenagakerjaan, fasilitas pembinaan dan lainnya, dan terakhir tahapan setelah bekerja (pasca 

penempatan) yaitu berupa fasilitas kepulangan pekerja, rehabilitasi sosial, dan beberapa hal lainnya. 

Perlindungan melalui penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang tertuang 

didalam UU No. 18 Tahun 2017 yang lebih lanjut diatur didalam ketentuan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran mencakup: a) 

Jaminan Kecelakaan Kerja, b) Jaminan Kematian, dan c) Jaminan hari Tua namun dalam 

pelaksanaannya jaminan sosial kurang memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan kepada PMI. 

Hasil dari kajian yang dibuat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menemukan bahwa sekitar 

67,7 persen atau 5,4 juta pekerja migran Indonesia (PMI) tidak terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan dan hampir 70 persen PMI tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial PMI. 

Faktor yang menjadi penghambat pekerja migran terdaftar dalam jaminan sosial adalah minimnya 

kepesertaan tersebut akibat PMI tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait BPJS, menerima 

informasi tetapi tidak mendapat akses atau kanal pendaftaran dan pembayaran di luar negeri, manfaat 

jaminan sosial yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pekerja migran dan pekerja migran 

sudah memiliki asuransi di negara penempatan yang biasanya disediakan oleh majikan serta regulasi 

yang berlaku tidak sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan pekerja migran Indonesia. 

 

Saran 

Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia pemerintah, diharapkan 

untuk meningkatkan pengawasan agar pekerja migran terhindar dari permasalahan dan hak-hak 

Pekerja Migran Indonesia dapat terlindungi secara utuh serta intens untuk berkordinasi antar instansi 

terkait. Dari segi regulasi, harus segera di lakukan revisi terkait ketentuan program – program jaminan 

sosial yang manfaatnya harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja migran. Selain itu, 

Dari segi institusi, diusahakan agar BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kantor di luar negeri atau 

bekerja sama dengan instansi yang sudah ada diluar negeri dengan menempatkan pegawainya disana 

agar para PMI bisa dengan mudah mendapatka pelayanan dan apabila dirasa perlu maka harus 

dikembangkan aplikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh PMI untuk mendapatkan informasi 

layanan, melakukan pendaftaran, melanjutkan kepesertaan ataupun melakukan klaim. 
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